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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal dan audit
internal oleh inspektorat dalam upaya pencegahan terjadinya fraud dalam proses
pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian studi kasus ini menggunakan responden
dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang meliputi para pelaksana
pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Data diperoleh
dengan menggunakan kuisioner yang disebar kepada responden yang memenuhi
kriteria sampel. Analisis data menggunakan regresi sedarhana dan berganda dengan
bantuan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Hasil dari
penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dari pengendalian internal dan audit
internal dalam pencegahan fraud dalam proses pengadaan barang/jasa. Diharpakan
penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menurunkan risiko penyimpangan dalam
proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan perbaikan pada sistem
pengendalian internal dan pelaksanaan audit internal. Namun tentu saja terdapat
keterbatasana dalam penelitian ini dimana pencegahan penyimpangan atau kecurangan
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
yang tidak secara langsung terkait dengan model penelitian ini.

Kata Kunci: Pengendalian Internal; Audit Internal; Pencegahan Fraud; Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of internal control and internal audit in efforts to
prevent fraud in the process of procuring government goods/services. This case study
research uses respondents from all SKPD which include implementers of goods and
services procurement in the Rokan Hulu Regency Government. Data were obtained
using questionnaires distributed to respondents who met the sample criteria. Data
analysis using simple and multiple regression with the help of the Statistical Product
and Service Solutions (SPSS) application. The results of the study indicate that there
is a positive effect of internal control and internal audit in preventing fraud in the
process of procuring goods/services. It is hoped that this research can be the basis for
reducing the risk of irregularities in the process of procuring goods and services by
making improvements to the internal control system and implementing internal audits.
But of course there are limitations in this study where the prevention of irregularities
or fraud in the procurement of government goods / services can be influenced by other
factors that are not directly related to this research model.

Keywords: Internal Control; Internal Audit; Fraud Prevention; Government
Goods/Services Procurement
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BAB |
PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan
nasional baik tingkat pusat maupun daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan
pengembangan  perekonomian  nasional dan daerah. PBJ merupakan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan. PBJ diatur berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. PBJ dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

PBJ yang menggunakan APBN/APBD memiliki risiko tinggi akan
kecurangan atau fraud dalam prosesnya. Berdasarkan data Indonesian Corruption
Watch (ICW) selama tahun 2019 s.d. 2023 modus kecurangan dalam PBJ yang banyak
terjadi diantaranya berupa kegiatan/proyek fiktif sebanyak 277 kasus dan mark up
sebanyak 50 kasus. Kegiatan/proyek fiktif biasanya melibatkan beberapa pihak dalam
proses PBJ, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan bendahara, sehingga kegiatan fiktif
tersebut dapat disembunyikan. Tindakan mark up biasanya dilakukan pada saat
menyusun HPS dengan menaikkan harga. Sedangkan berdasarkan data dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), selama tahun 2004 s.d. 2023 dari 1.512 kasus perkara
korupsi yang ditangani oleh KPK, diantaranya sebanyak 339 kasus merupakan perkara
korupsi pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Tahun 2005 s.d 2024, pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diketahui
terdapat 422 temuan pemeriksaan dari pemeriksaan BPK. Dari jumlah tersebut
sebanyak 102 temuan terkait pengadaan barang dan jasa. Permasalahan yang banyak
terjadi adalah kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan,

dan kemalahan harga.



Dalam Perpres tentang PBJ disebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses

PBJ memiliki kewenangan berupa:

1. Keleluasaan untuk mengelola prosedur pengendalian pengadaan secara langsung.

2. Akses informasi langsung pada penyelenggaran proses PBJ.

3. Akses informasi tidak langsung dan kewenangan terbatas pada pelaksanaan
anggaran, sehingga dapat melalukan intervensi terbatas pada pelaksanaan
anggaran.

Kewengan tersebut di atas rawan disalahgunakan apalagi jika tidak terdapat bentuk

pengendalian yang baik dan efektif.

Seseorang yang melakukan Fraud, biasanya memiliki akses ke aset atau
mengelola prosedur pengendalian yang memungkinkan dilakukannya skema
penipuan. Posisi seseorang dalam hal tanggung jawab dan wewenangnya juga
berkontribusi pada peluang untuk melakukan kecurangan. Fraud terjadi karena
individu menggunakan posisinya dan dengan sengaja mengabaikan pengendalian,
serta menggunakan kewenangannya untuk menjalankan skema penipuan. Menurut
ACFE (2018) hampir setengah dari semua kasus kecurangan terjadi terutama karena
kurangnya pengendalian internal atau pengabaian terhadap pengendalian yang ada.
Sedangkan menurut Wells (2014) tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat
sepenuhnya menghilangkan risiko penipuan, tetapi pengendalian internal yang
dirancang dengan baik dan efektif dapat mencegah Kecurangan, rata-rata dengan
mengurangi peluang untuk melakukan penipuan dan meningkatkan persepsi deteksi.
Oleh karena itu dalam upaya pencegahan terjadinya fraud dalam proses PBJ
diperlukan suatu bentuk dan pelaksanaan pengendalain internal yang baik dan efektif.

Pengendalian internal merupakan salah satu bentuk pengendalian dari suatu
struktur terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan untuk menyusun laporan
keuanganya lebih hati-hati, mencegah kecurangan dalam organisasi serta
mengamankan harta organisasi. Tuanakotta (2013) menyatakan bahwa pengendalian
internal dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara penanggungjawab tata kelola,
manajemen, serta karyawan lain untuk menangani resiko bisnis dan kecurangan yang
diketahui (identified business and fraud risk) dapat mengancam pencapaian tujuan
entitas. Oleh karena itu pengendalian dimaksudkan sebagai respon atas mitigasi suatu
ancaman atau kemungkinan terjadinya risiko, sehingga manajemen menerapkan
pengendalian agar seluruh ancaman tekait dengan pengelolaan aset organisasi dapat

dideteksi secara dini. Sedangkan menurut Mayangsari & Wandanarum (2013) demi
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tercapainya tujuan perusahaan, maka prosedur dan kebijakan harus dilakukan oleh
perusahaan dengan cara setiap aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan harus
melalui sebuah sistem yang didesain untuk dapat mengarahkan, dan mengendalikan
dan mengawasi rangkaian aktivitas sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara
efisien dan efektif.

Selain pengendalian internal yang baik dan efektif, bentuk upaya pencegahan
fraud adalah dengan melakukan audit internal. Audit internal sangat penting dalam
suatu organisasi karena memiliki peran untuk melakukan pencegahan terjadinya
tindakan fraud. Auditor internal sebagai orang yang independen seharusnya mampu
untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap segala kecurangan dari
segala aktivitas organisasi. Definisi audit internal yang dijelaskan oleh Ikatan Auditor
Internal (Institute of Internal Auditors) yang dikutip dari (Suginam, 2017) adalah
sebuah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk
menambah value dan meningkatkan operasional organisasi. Audit internal berperan
dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan
disiplin dan sistematis sebagai upaya mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengendalian, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan. Menurut Saputra
(2021) untuk mewujudkan lingkungan kerja yang positif salah satunya dapat dengan
memaksimalkan peran audit internal dengan melakukan surprise audit secara berkala.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba untuk menguji "Pengaruh
Pengendalian Internal dan Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam
Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu", dengan tujuan agar
nantinya dapat memberikan referensi dalam upaya pencegahan fraud khususnya dalam
proses PBJ pada lingkup Pemerintah Daerah, dengan rumusan masalah sebagai
berikut:

a. Apakah pengendalian internal berpengaruh dalam mencegah tindakan fraud
pengadaan barang/jasa pemerintah?

b. Apakah Audit internal berpengaruh dalam mencegah tindakan fraud pengadaan
barang/jasa pemerintah?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah baik
pusat maupun daerah dalam upaya melakukan pencegahan tindakan fraud pada proses
pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat
menambah literatur dan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para akademisi dan

peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
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